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There is an increase in corruption level in Indonesia, both inathe total numberaofacases 
andainathe total amount of financial losses suffered by the state. There are even more 
systematic corruption which present in all aspect of social life.The main problem 
formulation would be focusing on the consideration upon the decision of the panel of 
judges ofatheaConstitutionalaCourt in its decision Numbera25/PUU-XIV/2016aand its 
legal implication towards law enforcement process andacorruption eradication.aThe 
objective of thisaresearch is, first, to understand the legal consideration of the panel of 
judges of constitutional court in the decision Number 25/PUUXIV/2016. As for the second 
objective, the researcher would like to be cognizant of the legal qualification related with 
the law enforcement andacorruptionaeradication process. In conducting the research, the 
researcher is using normative judicial research, with juridical approach as the method. 
This research is using qualitative method and in analytical-descriptive analysis. This 
research resulted in number of conclusions, per se, Constitutional Court decision Number 
25/PUUXIV/2016 has created legal uncertainty related to the formulation of corruption; 
as corruption was material offense, whereof in the beginning was formal offense. Such 
circumstance obliges law enforcer to establish the ground on how much actual financial 
loss the state has suffered, not on potential financial loss. There is different, legally 
unrelated perspective in defining “could” as in “could inflict state financial loss or harm 
state economy” under criminal approach of Law on Corruption Eradication and under 
administrative approach of Law Number 30 Year 2004.  
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PENDAHULUAN  
       Pembangunan yang merata merupakan 
impian semua  bangsa. Dimana 
perkembangan yang lebih maju dari 
sebelumnya menjadi target pemerintahan. 
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
meningkatkan seluruh bidang guna untuk 
mencapai pembangunan yang merata 
diseluruh daerah diindonesia dari sabang 
sampai merauke yaitu memiliki visi dan misi 
yang jelas yang berasaskan UndangaUndang 
Dasar 1945 dan ideologi negara kita 
Pancasila.  Adapun Tujuan utama yaitu 
diberikan haruslah disertai dengan 
pelaksanaan serta harus tepat sasaran. Upaya 
pemerintah sejauh ini memamng sudah ada 
kemajuan dengan membenahi beberapa 
infrastruktur di beberapa  daerah-daerah 
 terpencil dari pembangunan jalan tol hingga 
bandara, serta pembangunan pelabuhan-
pelabuhan. Guna untuk meningkatkan 
pembangunan ekonomi pada daerah tersebut 
serta bertujuan untuk menyetarakan 
pembangunan pada setiap daerah seperti 
papua yang dulunya sangat jauh dari kata 
pembangunan tetapi sekarang mulai dari jalan 
trans papua, jembatan, hingga meresmian 
pengoperasian PT.PLN (Persero).  
Dari berbagai pembangunan tersebut 
dimana pemerintah ingin mewujudkan 
pembangunan nasional secara 
berkesinambungan dari masa pemerintahan 
yang satu ke pemerintahan selanjutnya mulai 
dari masa merdekanya negara tercinta 
republik indonesia. Kemudianahakikat dari 
sebuah pembangunan itu ialah adanya 
perubahan yang lebih baik secara terus-
menerus dan perbaikan segala bidang yang 
diharapkan semakin berkembang maju serta 
tujuan yang lebih jaya. Terwujudnya suatu 
pembangunan yang maksimal adalah  
merupakan hal terpenting untuk mendukung 
kemajuan bangsa dengan upaya 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Terjadinya keterlambatan suatu perubahan 
karena faktor perkembangan ilmu 
pengetahuan yang terlambat masuk kesuatu 
daerah terpencil. Sehingga pola pikir 
masyarakat sangat tradisional dan tidak 
terpikir untuk hal-hal baru. (Soerjono 
Soekanto,2012). Sebenarnya indonesia ini 
tidak kekurangan sumberdaya manusia yang 
berkualitas hanya saja kekurangan 
sumberdaya manusia yang jujur. Dimana sifat 
ketidakjujuran tersebut menyebabkan banyak 
masalah-masalah besar. Yang paling 
mencolok yaitu masalah korupsi yang 
dilakukan para penguasa-penguasa yang tidak 
kekurangan ilmu pengetahuan tapi ahlak 
mereka yang rusak karena uang dan ingin 
memperkaya diri sendiri. Dan pelaku-pelaku 
tindak pidana ini biasanya mereka yang 
memiliki pendidikan yang cukup tinggi 
bahkan gelar atau jabatan yang bagus. Tapi 
kembali lagi bukan jaminan menjadi orang 
jujur walaupun berpendididkan tinggi. 
Korupsiaaadalah Setiap orang yang 
dikategorikan melawan hukum, melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri, 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi,atindakan melawan 
hukum dengan maksud memperkaya diri 
sendiri, orang lain, atau korupsi yang 
berakibat merugikan negara atau 
perekonomiananegara. 
menyalahgunakanaakewenanganamaupun 
kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikanakeuangananegaraaatau 
perekonomian negara demikian pengertian 
korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 Dan 
menurut UU No. 20aaTahunaa2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.   
       Kehidupan masyarakat tidak statis selalu 
bergerak, berkembang dan berubah. Rasa 
keadilan dan kebutuhan hukum berubah pulak 
sejalan dengan perubahan masyarakat.(Adami 
Chazawi,2018). Di era saat ini hukum untuk 
pemberantasan korupsi sudah cukup dinamis 
dalam memberikan sanksi sehingga 
mempermudan aparat menegakkan keadilan.   
Korupsi itu sendiri terjadi karena beberapa 
hal yaitu;  
1.Sifat rakus seseorang(Tamak) Sifat 
yang buruk yang membuat manusia itu 
merasa kurang atau bahkan ingin 
memiliki sesuatu dengan cara-cara 
yang haram atau bahkan melangggar 
hukum seperti korupsi. Karena 
kecintaanya terhadap harta semata 
yang dapat merusak ahlak dan 
agamanya. 2. Gaya hidup yang tinggi  
2. Gaya hidup menyimpulkan 
kepribadian seseorang, dimana dari 
gaya hidup ini kita melihat aktivitas 
sehari-hari seseorang. Namum jika 
gaya hidup terlalu tinggi atau tidak 
sesuai dengan pendapatan pribadi 
maka timbul rasa ingin melakukan 
sesuatu demi gaya hidup yang 
maksimal menurut seseorang yang 
dapat jatuh kedalam tindak pidana 
korupsi.  
3. Moral yang kurang atau rasa 
bersyukurnya kurang Sang pencipta 
sudah memberikan dasar moral yang 
mulia kepada setiap manusia tetapi 
adanya cobaan dan pasang surut 
kehidupan membuat  moralnya 
berubah menjadi buruk dan kurang 
bersyukur sehingga melakuakan cara 
instan untuk mendapatkan uang. 
Banyak orang dalam proses tersebut 
tidak dapat melalui dengan baik atau 
yang sesuai jalannya Tuhan. Sehingga 
membuat seseorang terjerumus 
kedalam perbuatan yang tidak baik. 
Dan membuat moralitasnya buruk dan 
kurang bersyukur dan melakukan 
tindak pidana tersebut.(supriadi, 2016)  
4.Ekonomi  
Alasan faktor ekonomi membuat 
seseorang melakukan tindak pidana 
korupsi sebenarnya kurang masuk 
diakal. Karena gaji pejabat negara 
sudah diatur dalam undang-undang 
dan tidak mungkin kekurangan.  
5. Dari  organisasi yang 
memberikan kesempatan dan 
menawarkan sehinga ikutikutan ambil 
jatah.  
Faktor inilah yang biasanya membuat 
pejabat tidak takut melakuan tindak 
pidana korupsi secara bersamaan.  
6. Sanksi hukum yang ringan dan 
membuat para koruptor tidak jera 
melakukan tindak pidana tersebut.  
Faktor ini membuat para koruptor 
tidak takut karena sanksinya terlalu 
ringan.  
7.Kurangnya pengawasan hukum   
Faktor ini menjadi salah satu 
kelemahan pemerintah pusat dalam 
mengawasi pemimpin-pemimpin 
didaerah.  
   
KAJIAN PUSTAKA 
       Teori yang dipakai penulis dalam 
penelitian ini yaitu teori hukum. Dimna teori 
ini memberikan manfaat yang cukup 
memudahkan para peneliti hukum karena 
secara umum teori ini menjadi salah satu 
disiplin hukum yang secara kritik dalam 
perspektif interdisipliner menganalisis 
berbagai faktor dan aspek dari hukum secara 
tersendiri secara general. Sehingga 
substansinya lebih mudah di pahami. 
Pengolahannya konsepsinya baik dalam 
praktikalnya maupun teorinya, yang 
bertujuan memberi manfaat dan penalaran 
yang mempermudah seseorang mengerti 
akan suatu kajian-kajian bahan hukum itu 
sendiri. (A’an efendi,2016). Beberapa ahli 
ada juga yang memberikan pendapat bahwa 
filsafatahukum denganateoriahukum itu 




penelitian.a Sebuah Teori memperjelas dan 
memberikan kemudahan untuk seorang 
peneliti yaitu memberikan suatu sistem dan 
memaparkan masalah yang diteliti. Adapun  
sifat ragu-ragu para peneliti atau akademisi 
tentang  disiplin teori hukum dengan filsafat 
hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan 
hukum positif.   
Kemudian penulis memaparkan beberapa 
pendapat ahli dibawah ini, yaitu sebagai 
berikut:   
1. Hans Kelsen  
Berpendapat  bahawa suatuailmu dan 
bukan tentang hukum yang 
semestinya berlaku yang kemudian 
dimaksud teori hukum murni dan 
secara jelas menjelaskan bagaimana 
hukum itu ada tanpa mencapur ke 
objek lainnya dan hanya berfokus ke 
teori hukum itu sendiri. Hanya 
sebagai teori, ia menjelaskanaapa itu 
hukum, danabagaimanaaiaaada.  
2. Friedman  
Kemudian Friedman berpendapat 
yang seharusnyaateoriahukumaini 
adalahailmu pengetahuanayang 
memberikanaesensi hukum dalam 
mempelajari disiplin dan posisi 
mandiri dari teori hukum itu sendiri. 
teori hukum juga disiplinnya tidak 
mendapat posisi sebagai suatu ilmu 
yang mandiri Kemudian berkaitan 
dari filsafatahukum ke  satuasisiadan 
teori politik di sisi lain..   
3. IanaMcaLeod  
Berpendapat bahwa aturan-aturan 
hukum atau intitusi hukum secara 
umum bahwaateori 
hukumaadalahasebuah teoriayang 
mengacu ke analisi teoritik dengan 
sistematis terhadap prinsip-prinsip 
dasar hukum itu sendiri dan 
substansinya. 
4.     John Finch  
Menurut John Finch yang 
menyebutkan bahwa teori  hukum 
adalah suatu studi atau penelitian yang 
memiliki tujuan untuk menganalisi 
unsur-unsur dasar yang membuatnya 
menjadi hukum dan membedakannya 
dari Undang-Undang Atau peraturan 
lain. mulai dari karakteraesensi pada 
hukum dan kebiasaan yang prinsip 
umumnya pada sebuah sistem hukum.  
  
METODE PENELITIAN 
        Kajian dalam tulisan ini menggunakan 
metode penelitian yang dilakukan dengan 
cara studi kepustakaan/data sekunder atau 
disebut penelitianahukumanormatifayang 
mana Penelitianahukumadalamaartiakonkrit 
adalah penelitian pelaksanaan hukum,  atau 
hukum yang tampak dalam pelaksanaan atau 
hukum yangabergerak (Muhdlor, 2012). 
Penelitian hukumanormatif yang  sering  
diistilahkan 
denganapenelitianaakepustakaanayaitu 
penelitianayang kajianastudinya terhadap 
dokumen serta menggunakan analisis 
kualitatif yaitu menjabarkan/menerangkan 
data-data berbentuk kata maupun kalimat,  
Kemudianaperbedaanadenganajenis 
penelitian hukum empiris, penelitian hukum 
normatif memiliki 
kecenderunganadalamamencitrakan hukum 
sebagai disiplin preskriptif di mana hanya 
melihat hukum dari sudut pandang norma-
normanyaasaja, yang tentunya bersifat 
preskriptifaberbeda dengan kuantitatif yang 
berbentuk angka. (Sonata, 2014).   
 Kemudian Penelitian ini besifat deskriptif 
analisis karena dalam penelitian ini penulis 
menjabarkan pertentangan atau modikfikasi 
dari satu perundang-undangan dengan 
peraturan lainnya. Dalam penelitian ini 
menggunakan sumber data skunder karena 
mengingat bahwa penelitian ini mengkaji 
dengan menggunakan metode penelitian 
hukum normatif (deskriptif). Adapun data 
sekunder dalam penelitian ini mencakup 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. Meskipun 
penelitian ini menggunakan metode penelitian 
normatif, namun dalam penelitian ini penulis 
didukung oleh data primer empiris yaitu 
memperoleh data dengan cara wawancara.  
 Alat pengumpulan data yang pertama 
adalah studi kepustakaan yaitu mengkaji 
informasi tertulis berkaitan dengan hukum 
untukamemperolehadata sekundera dengan 
melakukana berbagai kegiatanastudi 
adokumentasi. Kedua yaitu studi dokumen 
dalam penelitian ini artinya mengkaji 
informasiatertulis tentang hukuma yangatidak 
dipublikasikanakepada khalayakaumum 
namun masih tetap boleh diakses dan 
diketahui oleh pihak tertentu.  
Fokus pada penelitian ini menggunakan 
metode dengan analisis kualitatif 
menginterpretasikan data yang terdapat dalam 
perundang-undangan denganamenafsirkan 
kata-kataAatauaistilah dalamaaperaturan 
perundang-undangan sesuai dengan kaidah 
hukum tataabahasa untuk dapat memperjelas 
dan memperluas cakupan suatu ketentuan, 
kemudianAditarik kesimpulanasehingga 
memperoleh gambaranayangajelas m€ngenai 
jawabanadariapermasalahan yangadibahas 
dalam penelitian. Penelitian yang Penulis 
angkat tersebut bukanlah penelitian yang 
pertama, tetapi penelitian yang tema atau 
judulnya mendekati pernah juga diangkat 
oleh peneliti-peneliti lainnya, dimana 
penelitipeneliti sebelumnya juga menganalisis 
permasalahan hukum yang berhubungan 
dengan keberatan terhadap putusan BPSK.  
Penelitian-penelitian sebelumnya juga 
merangkum beberapa kesimpulan tentang 
putusan mahkamah konstitusi tersebut yaitu 
sebagai berikut:   
1. Jurnal disusun oleh  Dadin E Saputra 




perberantasanaatindak pidana korupsi”. Hasil 
dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa 
adanya putusan tersebut 
melahirkanaketidakpastian hukumaayaitu 
berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana 
korupsi,adimanaaawalnyaarumusanatindak 
pidanaakorupsiaadalahadelikaformilamenjadi 
delikamateril hal ini akan dapat menyebabkan 
adanya perubahan dalam penegakan hukum, 
yaitu penegakahukum harusadapat 
membuktikanaberapa nilaiakerugian 
keuangananegara atauaperekonomian negara 
secaraareal atauanyata, bukan pada sudut 
pandang potensi nilaiakerugian yangaakan 
dialamia(potential loss). Dampak dari hal 
tersebut maka dalam upaya pemberantasan 
hukum akan memunculkan disharmonisasi 
antara hukum pemberantasan korupsi untuk 
menentukan lembaga yang mempunyai 
kewenangan menilai kerugiananegaraaatau 
perekonomian negara.aFrasaakataa“dapat” 
merugikanakeuangananegaraaatau 
perekonomian negara antara pendekatan 
pidana sebagaimana dalam undang-undang 
tindakapidana korupsiadengan pendekatan 
administrasi sebagaimanaadalamaundang-
undang nomora30 tahuna2004 adalah dua hal 
yangaberbedaadanatidak 
mempunyaiahubunganahukum. Merujuk pada 
hal mendasar dari perbuatan melawan hukum 
dengan penyalahgunaan wewenang dalam 
kesalahan administrasi, merumuskan 
adadanya sebab atau niat batin (mens rea) dan 
akibat atau hasil perbuatan (actusreus) yang 
berbeda. Berdasarkan penjelasan tersebut 
maka peneliti berpendapat bahwa perlu 
adanya ketegasan dalam menentukan 
rumusan delik dalam undang-undang tindak 
pidana korupsi demi terlaksananya dan 
tegaknya hukum acara pidana dan 
administrasi sehingga para aparat penegak 
hukum akan mampu mengambil langkah 
dalam upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi tersebut.  
2. Jurnal  yang  disusun  oleh  Enrico  
Simanjuntak (2018) yang bejudul “Urgensi 
harmonisasi hukum dibidang penanggulangan 
maladministrasi berupa penyalahgunaan 
wewenang (sebuah refleksi atas putusan MK 
nomor.25/puu-xiv/2016) hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan harmonisasi 
kebijakan legislasi baik secara vertikal dan 
horizontal. Patut dipertanyakan bagaimana 
hubungan antara pasal 12 UU. 
No.15/2004atentangapemeriksaan 
pengelolaanadan tanggungjawabakeuangan 
negaraayang menyebutkan bahwaadalam 
rangkaapemeriksaan keuanganaatauakinerja 
BPK melakukanapengujian danapenilaian 
atas pelaksanaanasistem pengendalianaintern 
pemerintah.aDengan ketentuan seperti ini 
apakah tidak akan terdapat kemungkinan 
perbedaan pendapat antara hasil penilaian 
eksternal dengan putusan badan peradilan. 
Sebagai ilustrasi jikalau hasil penilaian APIP 
yang menyatakan terdapat penyalahgunaan 
wewenang yang merugikan keuangan negara, 
namun dalam pemeriksaan eksternal oleh 
BPK, hasil temuan APIP tersebut tetap 
dinyatakan benar sehingga tidakkah akan 
terdapat pertentangan antara putusan 
pengadilan dengan hasil penilaian BPK, 
demikian pulak sebaliknya.  
3. Jurnal yang disusun oleh Arif Setiawan 
(2017) yang berjudul Penerapanaunsuradapat 
merugikananegaraadalamatindakapidana 
korupsi. Kemudianakonsepsi kerugiananegara 
yang dianut dalam arti delik 
materiil,asehinggaaseseorang tidak dapat 
ditetapkan sebagaiatersangka tidak pidana 
korupsi tanpa didahului dengan hasil audit 
syah secara hukum,Yakni suatu perbuatan 
dapat dikatakan merugikan keuangan negara 
dengan syarat harus adanya kerugian negara 
yang benar-benar nyata atau aktual, dan 
menyimpulkan bahwa Faktor yang dapat 
merugikan keuangan negara merupakan hal 
yang harus diaudit secara jelas oleh lembaga 
berwenang untuk memastikan secara real 
berapa dan memberi sanksi berat kepada 
pelau tindak pidana korupsi. baru kemudian 
aparat penegak hukum menentukan elemen 
delict lainnya yakni perbuatan melawan 
hukum. Dan peraturan yang dipakai untuk 
menindak lanjuti kasus-kasus tindak pidana 
korupsi tersebut.    
4. Jurnal disusun oleh Angga Alfiyan (2018) 
yang berjudul “Tinjauanayuridis putusan 
mahkamahakonstitusi nomora25/puu-
xiv/2016 dalamahal perubahanaketentuan 
pasala2 dana3 undang-undanganomor 20 
tahuna2001 tentangatindak pidanaakorupsi” 
hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal 
Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001aTentang 
Tindak Pidana Korupsi dirasa kurang efektif, 
Peneliti beropini kalau frasaa“Dapat”adi 
dalamapasal 2aayat 1adan pasala3 berarti 
mungkin, berptensi, bisa tidak harus, yang 
kemudian bila dihilangkan akan memberikan 
kelemahan pada undang-undang nomor 31 
tahun 1999. Yang kemudian sudah diubah ke 
undang-undangaberikutnya yaitu undang-
undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak 
pidana korupsi. Dalamakasus Korupsi yang 
dikategorikan sebagai Extraordinary Crime 
(Kejahatan Luar Biasa) hendaknya diterapkan 
penegakkan hukum Extraordinary Law 
(Hukum Luar Biasa) bukan dengan 
melemahkan dasar hukum dalam 
pemberantasan Korupsi tersebut.  
5. Jurnal yang disusun oleh Dedy lontoh 
tulung (2018) yang berjudulaPergeseran delik 
formilake delikamateril mengenaiaperbuatan 
kerugianakeuangan negaraadalam 
penyelenggaraanapembangunan daerahapasca 
putusan mahakamhakonstitusiatahun 2016  
hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
bahwa Bahwa Perundang – undangan di 
Negara Indonesia sangat baik dibarengi 
dengan penegakan hukumnya oleh karena itu 
pemerintah atau Penyelenggara Negara baik 
dan bersih harus lebih mementingkan 
pelayanan, kemajuan dan pembagunan 
Negara atau Daerah Untuk mewujudkan 
Negara yang bebas dari Korupsi. 
Implementasi Pergeseran Delik Formil ke 
Delik Materil, Seharusnya juga para aparat 
penegak hukum KPK, Kepolisian, Kejaksaan 
hendaknya bersikap profesioanal dan adil 
serta independen dalam menjalankan tugas 
sehingga secara mutlak sebagai jaminan agar 
kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.  
6. Skripsi karya Ita billi thifa yang berjudul 
”Prospek penegakan hukum tipikor setelah 
dikeluarkannya putusan MK 25/puuxiv/2016” 
yang berdasarkan penelitian dari penulis 
menyimpulkan bahwa Latar belakang 
pemikiran dihapuskan frasa “dapat” pada 
Undang-Undang Pemberantasan tipikor 
dalam PutusanaMKaNomora25/PUU-
XIV/2016 secara umum didasarkan pada 4 
(empat) hal. Pertama, Mahkamah menilai 
Permohonan Nomor 25/PUUXIV/2016 tidak 
ne bis idem dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan MK No. 
003 tahun 2006 sehingga dapat diperiksa 
lebih lanjut. Kedua, tidak adanya sinkronisasi 
dan harmonisasi antar ketentuan hukum di 
Indonesia akibataPasal 2adan danapasala3 
Undang-Undang tentang pemberantasan 
tindakapidanaakorupsi. Ketiga, para aparat 
penegak hukum tipikor yang kurang sesuai 
dengan penegakan tindak pidana tersebut 
setelah dikeluarkannya Undang-Undang 
tersebut. Administrasi Pemerintahan. 
Keempat, terdapat dugaan kriminalisasi 
aparatur sipil negara terhadap Prospek 
penerapanaPutusan MahkamahaKonstitusi 
 Nomor 25/PUUXIV/2016 terhadap 
penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di 
masa yang akan datang dapat dikatakan lebih 
menjamin kepastian dari hukum itu sendiri 
karena seseorang tidak dapat ditetapkan 
menjadi tersangka tanpa adanya kerugian 
keuangan negara yang telah terjadi akibat 
tindakannya berdasarkan perhitungan dari 
instansi yang berwenang. Namun penerapan 
ketentuan dalam putusan a quo akan 
membuat aparat penegak hukum sangat 
bergantung kepada instansi yang berwenang 
dalam penetapan kerugian yang dialami 
negara. lambatnya pengusutan tindak pidana 
korupsi, kemungkinan dirusaknya barang 
bukti, dan kemungkinan upaya praperadilan 
mengenai tidak sahnya penetapan tersangka. 
7. Skripsi karya dari Sultan (2016) yang 
berjudul Analisi yuridis pengembalian uang 
negaraahasil tindakapidanaakorupsi (studi 
kasus)aKemudian konsepsiakerugiananegara 
yangadianut dalamaarti delikamateriil, 
sehinggaaseseorang tidakadapataditetapkan 
sebagaiatersangka tidakapidana 
korupsiatanpa didahuluiadenganahasil audit 
secaraahukum,aputusanaNo.16/PID.SUSTP
K/PN.KPG memberikanakesimpulanabahwa 
peraruranaterkaitapengembalian  kerugian 
yangadialamaianegara,aterdapatapada 





pemberantasan korupsi. Yang 
manaaUndang-Undang tersebutabanyak 
menjelaskanatentangahal-hal yangaberkaitan 
denganapengembalian keuangan negaraaatas 
kerugian negaraayang dilakukanapara 
koruptor. Pengaruh dari pengembalian 
kerugian negaraayang dilakukanapara 
koruptor tidakamenghapus tuntutan 
sebagaimana yangadiatur didalamaUndang-
Undangayang mengaturatindak pidana 
korupsi.aSelain dariaaspek pidanaadan 
administrasiapengembalian kerugiananegara 
hasilatindak pidanaakorupsiajuga dapat 
dilakukanamelaluiajaluraperdata 
sebagaimanaadimaksud dalamaPasala32 
ayat (1)aUU Tipikoradan Pasala34 
danaPasal 35aUU Tipikor. 
Pengembalianakerugian negara dapat pula di 
lakukan melalui jalur 
administrasiasebagaimana yangadiatur 
dalamaPeraturanaBadanaPemeriksa 
KeuanganaNomor 3aTahun 2007atentang 
Tata Cara PenyelesaianaGantiaKerugian 
NegaraaTerhadapaBendahara. 
8. Skripsi karya Vivin endah tri herawati 
(2008) yang berjudul “pembuktian unsur 
kerugian keuangan negara dalam tindak 
pidana korupsi” hasil penelitian dari skripsi 
ini menyimpulkan bahwa perekonomian yang 
dimaksud itu adalah perekonomian yang 
ditata dengan baik sebagai suatu usaha 
bersama berdasarkan asas yang berlaku sesuai 
dengan perundang-undangan yang 
bermanfaat memberikan kesejahteraan, 
kemakmuran, kepada masyarakat secara 
keseluruhan.  penerapan pasal 2 dan pasal 3 
undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang 
perubahan atas undang-undang nomor 31 
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi telah sesuai dengan konsep 
keuangan negara dan konsep kerugian negara 
yaitu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
korupsi dapat dikenakan kepada setiap orang 
yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu koorporasi yang dapat 
mengurangi seluruh atau sebagian kekayaan 
negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan 
atau yang tidak dipisahkan, termasuk 
didalamnya segala bagian kekayaan negara 
dan segala hak dan kewajiban yang timbul 
karena berada didalam penguasaan, 
pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan 
Usaha Milik Negara, Badan usaha milik 
daerah, yayasan, badan hukum, kemudian 
perusahaan-perusahaan yang menyertakan 
modal negara.  
9. Skripsi karya Mutia oktaria mega nanda 
(2016) yang membahas tentang menganalisi 
dampakatindakapidanaakorupsiadalam 
menyimpulkan kerugian keuangan negara 
dan pengembalianakerugian negara dalam 
tuntutan berdampak kepada ranah Kejaksaan 
Agung yang diatur tentang Tindak Pidana 
Korupsi dalam surataedaran JaksaaAgung 
Nomora003/ja/02/2010 yang mana mengatur 
seberapa kecil dan besarnya tuntutan jaksa 
dalam menjatuhkan tuntutan pidana sesuai 
jumlah kerugian yang dialami negara yang 
dibayar oleh terdakwa. Dalam penjatuhan 
tuntutan jaksa menuntut berdasarkan 
Undang-UndangaNomor  31atahun 
1999ajunto UU Nomora20 tahuna2001 
tentangatindakapidana korupsi pasal 2 dan 
pasal 3. Kemudian dua unsur penghambat 
Faktor penghambat dalam pengembalian 
kerugian keuangan negara yaitu dimana jaksa 
dalam menemukan aset terdakwa jika 
terdakwa telah membawa lari asetnya ke luar 
negeri dan enggannya terdakwa untuk 
memberitahu letak asetnya menjadi faktor 
penghambat dalam penegakan hukum dalam 
pengembalian uang penggatian kerugian 
negara. Kurangnya kesigapan aparat penegak 
hukumyaitu menangani kasus 98 tindak 
pidana korupsi serta kurangnya pemberian 
sanksi yang tegas dalam hal pengembalian 
kerugian uang negara serta enggannya 
terdakwa mengakui kesalahan yang telah 
dilakukannya dan enggannya terdakwa yang 
seringkali memberikan informasi lengkap 
kepada penegak hukum terhadap aset/harta 
miliknya sehingga hal tersebut merupakan 
faktor yang mempengaruhi penghambatan 
dalam hal pengembalian uang pengganti 
dalam tindak pidana. 
10. Skripsi karya Muhammad fahmi rosadi 
(2014) yang berjudulaPenyidikanatindak 
pidanaakorupsiadidaerah (studiaimplementasi 






ditanganiamemerlukan auditadari BPKP.aDi 
kejaksaan pelapor,apenyidik danapenuntut 
umumadalam kasusatindak pidanaakorupsi 
dilakukanaoleh orangayang sama,asehingga 





oleh penyidikasama denganatindak 
pidanaalain yaitua sesuai dengan 
peraturanayang adaadi KUHAPayaitu 
dariatahapapenyelidikan hinggaapelimpahan 






ResortaCilacapayaitu :aHanya sajaadalam 
melakukanapemeriksaanaterhadap tindak 
pidana korupsi,apenyidik memerlukanailmu 





harusaada perizinanayang harusadilengkapi 
sebelumamelakukan penyidikan.a  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
      Dalam melakukanapenafsiran mengenai 
perlindungan terhadapahak-hak sosialadan 
ekonomi rakyat dalam kasus-kasus tindak 
pidana korupsi di dalam pemberantasan 
korupsi merupakan hal penting untuk 
diwujudkan serta memberikan perlakuan 
yang seadil-adilnya oleh para aparat penegak 
hukum. Selama ini tindak pidana semakin 
meluas sebelum adanya tindakan tegas dari 
pemerintah dan KPK, yang kemudian tidak 
hanya menjadi pelanggaran terhadap hak-hak 
sosial, pertumbuhan masayarakat kecil dan 
menengah sangat berdampak, serta kerugian 
perekonomian negara, dengan banyak pelaku-
pelaku tindak pidana korupsi maka 
pemberantasannya pun harus sedetail 
mungkin agar tidak ada tindak pidana korupsi 
yang dilakukan seseorang atau kelompok 
secara terus menerus tanpa terbukti. Sanki 
yang diberikan juga harus menunjukkan 
kepastian hukum di negara kita.  
Didalam pasal 51 ayata(1) UUaMK, dan  
memberi penjelasan sebagai berikut yaitu 
Menyatakan:ahak-hak yang diatur dalam 
undang-undang negara republik indonesia 
tahun 1945 dimana  Pemohon adalah pihak 
yang menganggap atau merasa hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnyaadirugikan 
oleh berlakunya undang-undanga 
Mengenai hukum positif yang berlaku di 
Indonesia tentang pemberantasan korupsi 
penelitian ini mengacu ke putusan Nomor 
25/PUU-XIV/2016 yaitu:  
Permohonan perkara Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor nomor 25/puu-xiv/2016 
yang sebagaimana dimaksud dipenelitian ini 




3.aIr. H. ImamaMardiaNugroho 
4.aIr. H. A.aHasdullah, M.Si 
5.aH. SudarnoaEddi, S.H.,aM.H. 
6.aJamaludin,aS.H.  
7.aJempin Marbun,aS.H. 
          Pasca putusanaMahkamahaKonstitusi 
Nomor:a25/PUUXIV/2016 dimana Frasa kata 
dapat didalam pasal 2 danapasal 3aundang-
undang tentangaTindak PidanaaKorupsi 
bertentanganadengan konstitusiasehingga 
“tidakamengikatnya”akataa“dapat”amenjadik
an ketentuanaPasala2 danaPasal 3aUndang-
UndangatentangaTindak PidanaaKorupsi 
menjadi delikmateriil, dimana sebelumnya 
ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil. 




danacukupadengan hukumanayang sudah 
ditentukanaundang-undang.a 
2.Tindakapidana materiilaadalahatindak 
pidanaayang dianggapatelah selesaiadengan 
ditimbulkannyaaakibat yangadilarangadan 
diancam denganahukuman olehaundang-
undang.   
       Berkaitan dengan sinkronisasi hukum 
nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor:  25/ PUUXIV/2016 kemudianaini 
akan mengubah beberapa sistemapenegakan 
hukumatentang kasus tindak pidana korupsi 
yang selama ini dilakukan oleh aparat 
penegak hukum  terlihat kurang maksimal 
karena ada faktoradari Frasaakata dapat yang 
harus dibuktikan dengan nilai 
kerugiananegara atau perekonomiananegara 
yang secara nyata (actualaloss) akan 
berdampak pada lambatnya jalan penegakan 
hukum, Kemudian didalam penyalahgunaan 
wewenang, bahwa yang 
kewenanganalembaga negaraayangabisa 
membuktian nilai merugikan orang 
lainakerugian negaraayang riilainiapun 
masihaterdapat tumpangatindih. Secara 
umum cenderung  bisa saja terdapat unsur 
kesalahan atau bisa juga tidak. Kalaupun 
terdapat kesalahan, belum tentu ada niat 
untuk memperkaya dirinya atau orang lain 
atau suatu korporasi untuk merugikan 
keuangan negara. Kedua, unsur akibat dari 
perbuatan (actus reus) . Perbuatan melawan 
hukum memiliki kecenderungan terdapat 
akibat kerugian bagi pihak lain, dalam 
konteks ini terjadinya kerugian keuangan 
negara. Sehingga penanganan tindak pidana 
korupsi oleh KPK sejak keluarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor: 
25/PUUXIV/2016 banyak dinilai baik dari 
kalangan publik, akademisi hingga kalangan 
praktisi akan mengalami kesulitan dalam 







  Berkaitan dengan judul dan rumusan dari 
penelitian ini maka penulisan memberikan 
kesimpulan dan pembahasan yang telah 
Penulis uraikan diatas terkait judul “ Analisis 




Munculnya ketidakpastian hukum dalam 
delik korupsi dari formil ke materill, yang 
memberi efek perubahan pada kualifikasi 
mendasar yaitu aparat penegak hukum harus 
melakukan pembuktian kerugian yang 
dialami negara atau perekonomian negara 




korupsi ini antara pendekatanapidana 
sebagaimana undang-undangatipikoradengan 
pendekatan administratifamerujuk pada hal 
mendasar dari perbuatan melawan hukum 
dengan penyalahgunaan wewenang dalam 
kesalahan administrasi, menyimpulkan 
bahwa adanya faktor keinginan sendiri  untuk 
melakukan tindakan tersebut yang ada sebab 
danaakibataatau.hasilaperbuatanayangaberbe
da. Yang kemudian diharuskan membuktikan 
kerugian keuangan negara secara rill dan 
memperlambat proses penyelidikan atas satu 
kasus. Sehingga penanganan tindak pidana 
korupsi oleh KPK sejak keluarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor: 
25/PUUXIV/2016 banyak dinilai baik dari 
kalangan publik, akademisi hingga kalangan 
praktisi akan mengalami kesulitan dalam 
perjalanannya. Hal ini disebabkan karena 
dalam prakteknya sering kali jumlah kerugian 
negara dapat terus bertambah seiring dengan 
pengembangan kasus. Dalam hal ini penegak 
hukum akan dapat dipastikan mengalami 
kesulitan untuk menjadikan seseorang 
menjadi tersangka jika kerugian negara tidak 
boleh lagi bersifat potensi (potential loss) 
atau taksiran keuangan negara yang belum 
riil (actual loss). Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 
menyebutkan bahwa penyidik korupsi berhak 
melakukan koordinasi dengan lembaga apa 
pun, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), atau Lembaga lain 
yang punya kemampuan menentukan nilai 
kerugian negara. Namun, hal berbeda 
sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang 
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 
Kamar MA tahun 2016, dimana dijelaskan 
bahwa pada bagian huruf A angka 6 bahwa 
instansi yang berwenang untuk menilai, 
menyatakan ada tidaknya nilai kerugian 
negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) yang memiliki kewenangan 
konstitusional. Artinya bahwa badan-badan 
audit selain Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) tidak berwenang untuk menyatakan 
ada tidaknya kerugian negara. 
     Kemudian hal ini juga menimbulkan 
ketidaksinkronan hukum dalam 
pemberantasan korupsi, Begitu pula dengan 
upaya kriminalisasi ASN yang menjadi dasar 
dan alasan pemohon dalam perkara a quo, 
dimana hal ini tidak mempunyai implikasi 
hukum terhadap pemaknaan frasa kata 
“dapat”merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. Penerapan keputusan 
tersebut akan membuat aparat penegak 




memungkinkan lambat nya pengusutan suatu 
kasus tindak pidana korupsi, dan 
kemungkinan upaya praperadilanmengenai 
tidak sahnya penetapan seorang tersangka 
yang menjadi penyebab dari para pelaku atau 
para pejabat negara semakin leluasa 
melakukan tindak pidana korupsi tersebut. 
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